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Abstract : 
This research aims to examine and analyze the Implementation of Regional Owned Enterprise Policy in 
Increasing Original Regional Income in Papua Province. As well as reviewing and analyzing supporting and 
inhibiting factors for the implementation of Regional Owned Enterprise Policy in Increasing Original Regional 
Income in Papua Province. This research is important to optimize the role of BUMDs such as PT. Bank Papua 
in increasing Papua's Original Revenue for sustainable development. This research uses a qualitative research 
approach with the research location at PT. Bank Papua Papua Province. Data collection techniques are 
observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, 
and drawing conclusions. The results of this research show that the implementation of the Regional Owned 
Enterprise Policy in Increasing Original Regional Income in Papua Province, researchers found that, 
Communication, implemented by the Papua regional government, can have a positive impact. Resources, 
adjust the amount of funds available or implement according to the amount of funds available. Disposition, 
source of income so that it can cause less than maximum results. Bureaucratic structure, agencies have 
obligations and responsibilities, and everything is carried out well by stakeholders as users. Supporting and 
Inhibiting Factors for Implementing Regional Owned Enterprise Policy in Increasing Original Regional 
Income in Papua Province, researchers found that, Internal factors, regional income from optimization efforts 
to extract large sources of income with good management. External factors, minimal control and supervision 
from PT. Papua Bank. 
 

Abstrak : 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik 
Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua. Serta mengkaji dan menganalisis faktor 
pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua. Penelitian ini penting untuk mengoptimalkan peran BUMD seperti 
PT. Bank Papua dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Papua demi pembangunan berkelanjutan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian pada PT. Bank Papua 
Provinsi Papua. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Papua, peneliti menemukan bahwa Komunikasi, diberlakukan oleh pemerintah daerah Papua dapat 
memberikan dampak positif. Sumber Daya, sesuaikan jumlah dana yang tersedia atau implementasikan 
sesuaikan jumlah dana yang tersedia. Disposisi, sumber pendapatan sehingga dapat menyebabkan kurang dari 
hasil yang maksimal. Struktur Birokrasi, instansi memiliki kewajiban dan tanggung jawab, dan semuanya 
dilakukan dengan baik oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna. Faktor Pendukung dan 
Penghambat Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Papua, peneliti menemukan bahwa Faktor Internal, Pendapatan daerah dari upaya 
optimalisasi untuk mengekstraksi sumber pendapatan yang besar dengan pengelolaan yang baik. Faktor 
Eksternal, minimnya kontrol dan pengawasan dari PT. Bank Papua. 

 
Keyword: Policy Implementation, Regional Owned Enterprises, Regional Original Income, Papua Province, 
Sustainable Developments 

 
PENDAHULUAN  

 
Dalam rangka mewujudkan 

kemampuan dan kemandirian daerah serta 
memperkuat struktur penerimaan daerah, 

kontribusi PAD dalam struktur APBD 
harus terus ditingkatkan, minimnya 
perolehan PAD masih dianggap sebagai 
kendala dan setiap kota harus segera 
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mengkaji hal ini secara serius dalam rangka 
meningkatkan pelayanan dan kemudahan 
bagi masyarakat (Safira & Yafiz, 2022). Ini 
harus dilakukan. Memang, salah satu 
masalah yang mendasarinya adalah 
kurangnya target yang efektif dan efisien 
untuk mencapai realitas pemenuhan 
kebutuhan masyarakat (Ayuningtyas, dkk, 
2020). Hingga saat ini, tidak ada 
pendapatan asli daerah yang tercapai. 

Dalaml hal lini, pemerintah daerahl 
berhak atas sumber dayal keuangan berupal 
kepastian sumber daya keuangan daril 
pemerintah sesuai dengan fungsi 
pemerintahanl yang ldilimpahkan, 
termasuk hak untuk mendayagunakan 
pendapatan daerah, menerima bagi hasill 
dari sumber dayal nasional danl dana 
perimbanganl lainnya yangl berada dil 
daerah, sertal mengelola dan 
mengamankan sumber daya keuangan 
yang bersumber dari kekayaan daerah. 
Prinsip dasar bahwa uang tunduk pada 
fungsi pemerintah yang mengelola dan 
mengamankan sumber daya keuangan dari 
aset daerah. (Yuwono: 2008) 

kebijakanl otonomi daerahl dan 
desentralisasi adalahl memberdayakan 
masyarakatl lokal agar dapatl menikmati 
kualitasl hidup yang lebihl baik, lmaju, dan 
damai, serta memperluasl pilihan-pilihanl 
yang tersedia bagi mereka. Salahl satu 
aspekl yang mendasari keberhasilan 
kebijakanl otonomi daerahl (desentralisasi) 
adalahl dimensi ekonomi, yaitul kebutuhan 
akan sumber daya yang memadai dan 
mencukupi. Oleh karena itu, kebijakan 
desentralisasi fiskal telah diperkenalkan 
untuk meningkatkan “efektivitas” tata 
kelola pemerintahan danl pelayanan 
lpublik, serta untukl mendukung danl 
meningkatkan kapasitas keuanganl 
pemerintah daerahl dalam melaksanakanl 
pemerintahan sendiri. 

Dengan adanya mandat tersebut, 
pemerintahl daerah diharapkanl mampu 
membiayai penyelenggaraanl 
pemerintahan danl pembangunan 
daerahnyal melalui sumber-sumber 
keuangannya sendiri, khususnya melalui 
Badan Usahal Milik lDaerah. Oleh karenal 
itu, tuntutan untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan potensi Badan Usaha Milik 
Daerah dil setiap ldaerah, termasuk 
Provinsi Papua, semakinl besar seiringl 
dengan bertambahnya kewenanganl 
pemerintah yang dilimpahkanl dari 
pemerintah pusatl kepada pemerintahl 
daerah. 

Salahl satu alatl ukur keberhasilanl 
daerah dalaml masa otonomil adalah 
pemekaranl daerah yangl dapat dilihatl dari 
janjil PAD-lnya. Kemandirian suatul daerah 
dapatl dilihat daril besarnya keuanganl 
daerah dalaml membiayai seluruhl 
penyelenggaraan pemerintahanl daerah 
danl dapat memperkecill ketergantungan 
terhadapl pemerintah pusatl sehingga 
diharapkanl PAD akanl tampil denganl 
peran terbesarl dalam penerimaanl daerah. 
Penerimaanl PAD yangl lebih tinggil akan 
menurunkanl ketergantungan pemerintahl 
kabupaten terhadapl pemerintah pusatl 
dalam hall keuangan. 

Sampai saat ini, potensi pendapatan 
daerah yang belum dimanfaatkan secara 
umum disebabkanl oleh kurangnyal 
kepekaan pemerintahl daerah terhadap 
manfaat budayal dan potensil pendapatan 
ldaerah. Potensi Pendapatanl Asli Daerahl 
(PAD), kepatuhanl dan kesadaranl yang 
relatifl rendah di antara para Badanl Usaha 
Milikl Daerah (BUMDl) yang responsif, 
lemahnyal sistem hukuml dan administrasil 
pendapatan daerahl dan lemahnya 
organisasi, Ketakutan birokrasi akanl 
kegagalan dalaml mengimplementasikan 
program, kurangnya optimisme akanl hasil 
yang dapat ldicapai. 

Dalaml realisasi pemekaranl 
ekonomi daerahl di Provinsi Papua, 
keberadaanl BUMD harusl mampu 
memberikanl kontribusi peningkatanl PAD 
berupal bagi hasill dari kontribusil modal 
yangl masuk kel pos Hasill Kekayaan 
Daerahl Terpisah. Peranl pemerintah 
daerahl sangat dominanl dalam 
pengembanganl BUMD, karenal melalui 
BUMDl pemerintah daerahl mendapatkan 
penyertaanl modal yangl dapat digunakanl 
untuk pengembanganl BUMD itul sendiri. 
BUMDl sebagai pelakul usaha yangl 
berkaitan denganl pengelolaan 
kekayaanl/kekayaan daerahl yang 
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bertugasl untuk mengembangkanl 
kekayaan daerahl yang dimilikil 
melaluipendapatan dan labal yang 
dihasilkanl harus mampul berperan 
pentingl sebagai bagianl/komponen 
Pendapatanl Asli Daerahl (PAD) dalaml 
mendukung pembangunanl daerah 
tumbuhl kembang. 

Untukl menciptalkaln penerimalalnl 
PA LD melalluil Halsil Pengelolalalnl Kekalyalaln 
Daleralhl yalng dipisalhka lnl dalpalt dilalkukalnl 
alntalral lalinl melallui pendirialnl Baldaln 
Usalhall Milik Daleralhl (BUMD), halll ini jugall 
dilalkukaln Pemerintalhl Provinsi Palpual. 
Pemerintalh Provinsi Palpual telalhl 
mendirikaln beberalpal BUMDl yalkni PT 
Jalminaln Kredit Daleralhl Palpual (Jalmkridal), 
PT Irialn Bha lkti Palpual (Perserodal), PT 
Palpual Diversi Malndiri, PT Talmbalng 
Minerall Palpual. Selalin itul Pemerintalh 
Provinsi Palpual jugall turut memilikil salhalm 
paldall BUMD Pemerintalhl Provinsi Palpua l 
yalitul Balnk Pembalngunalnl Daleralh Palpua l 
(Balnk Palpual). 

Sallalh saltu Ba ldaln Usalhal Milik 
Daleralh di Provinsi Pa lpual alda llalh Balnk 
Pembalngunaln Daleralh Palpual. Paldal alwall 
pendirialn talnggall 13 A Lpril 1966 Balnk Palpua l 
bernalmal Balnk Pembalngunaln Daleralh Irialn 
Jalyal sesuali Suralt Keputusaln Gubernur 
Kepallal Daleralh Tingkalt I Irialn Balralt 
Nomor:37/GIB/1966 yalng kemudialn 
disalhkaln menjaldi Peralturaln Daleralh 
Provinsi Irialn Ba lralt Nomor 1 Talhun 1970 
Talnggall 23 Malret 1970 paldal Lembalraln 
Daleralh Provinsi Irialn Balralt No.42 Talhun 
1970.  

Pendirialnl BUMD dihalralpkalnl 
dalpalt memberikalnl kontribusi positifl 
terhaldalp keualngalnl da leralh, nalmunl palda l 
kenyaltalalnnyall seringkalli ditemukalnl 
beberalpal BUMDl justru lebihl balnyalk 
membutuhkalnl suntikaln dalnall dalri 
pemerintalhl daleralh dalripaldall keuntungaln 
yalngl didalpalt. Kondisil tersebut menjaldil 
bebaln balgil ALPBD, sehinggall alpal yalngl 
menjaldi tujualnl berdirinyal BUMDl sebalgali 
sallalhl saltu sumberl pendalpaltaln 
pemerintalhl belum malmpul dimalnfalaltkaln 
secalrall optimall. Balnyalkl BUMD yalngl 
belum memberikalnl kontribusi yalngl 

malksimall terhaldalpl pertumbuhaln 
perekonomialnl daleralh. 

Hasil penelitian sebelumnya 
mengenai implementasi kebijakan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi 
Papua, khususnya pada Bank Papua, 
menunjukkan bahwa meskipun terdapat 
kebijakan yang dirancang untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), implementasinya belum optimal. 
Beberapa penelitian mengungkapkan 
bahwa peran strategis BUMD dalam 
mendukung pembangunan daerah sering 
kali terkendala oleh kurangnya pengelolaan 
profesional, minimnya kontrol dan 
pengawasan, serta tantangan dalam 
mencapai target yang efisien dan efektif 
(Wulandari, 2019). Namun, penelitian 
tersebut kurang mendalami faktor internal 
seperti komunikasi, disposisi, dan birokrasi 
yang dapat menjadi hambatan atau peluang 
dalam implementasi kebijakan BUMD. Oleh 
karena itu, diperlukan kajian lebih 
mendalam untuk memahami secara 
komprehensif bagaimana kebijakan BUMD, 
khususnya PT. Bank Papua, 
diimplementasikan dalam upaya 
peningkatan PAD Provinsi Papua. 
Karenanya tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis Implementasi Kebijakan 
Badan Usaha Milik Daerah Bank Papua 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Papua, serta menganalisis 
faktor pendukung dan penghambatnya. 
 
METODE PENELITIAN                                                      

Berdalsalrkalnl pendekaltaln dalnl jenis 
daltall yalng ldigunalkaln, penelitialn inil 
termalsuk dallalml penelitialn kua llitaltifl 
sehinggal menghalsilkalnl daltal deskriptifl 
berupal kaltall-kaltal (Sugiyono, 2019) 
Menurutl A Lrikunto (1998:309) penelitialnl 
kuallitaltif dimalksudkalnl untuk 
mengumpulkalnl informalsi mengenalil 
staltus sualtul gejallal yalngl aldal, yalitul 
kealdalaln gejallall menurut alpall alda lnya l paldall 
salalt penelitialnl itu ldilalkukaln. Oleh kalrenall 
itu, penelitialnl kuallitaltif ma lmpul 
mengungkalp fenomenall-fenomenal paldall 
sualtu subjekl yalng inginl diteliti secalra ll 
mendallalm. 
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 Lokalsi penelitialnl alkaln dilalkuka ln 
dil Kalntor Balnk Palpual Provinsi Palpua l 
sebalgalil sallalh saltul Ba ldaln Usalhall Milik 
Daleralhl di Provinsi Palpual.  
 Tolalkl ukur alta lul yalng menjaldil 
instrument dallalml penelitialn kuallitalifl 
aldallalh penelitil itu lsendiri. Sehingga l 
seoralngl peneliti halrusl mengualsali malteril 
yalng alkalnl diteliti dalnl sialp untukl 
melalkukaln penelitialnl dengaln pendekaltalnl 
kuallitaltif. Sallalhl saltu ciril dallalm penelitialnl 
kuallitaltif aldallalhl peralna ln malnusiall sebalgali 
instrument lpenelitialn, dimalnal instrumenl 
yalng dimalksudl di sinil aldallalh lmalnusial, 
sallalh saltunyall aldallalh penelitil sendiri. 
 Penelitialnl ini menggunalkalnl jenis 
daltall yalng bersifaltl deskriptif, daltall 
deskriptif aldallalhl dalta l yalngl terkumpul 
berbentukl kaltal-kaltall sertal galmbalrl 
dalripaldal alngkall-alngka l. Daltall kuallitaltif 
diperolehl melallui berba lgalil malcalm teknikl 
pengumpulaln daltall alntalral lalinl observalsi, 
melalkukalnl walwa lncalral dengalnl 
memberikaln pertalnyalalnl-pertalnyalaln balikl 
secalral lisalnl malupun ltulisaln.  Melakukan 
wawancara dalam konteks penelitian ini 
melibatkan penyusunan pertanyaan yang 
relevan secara sistematis, baik secara lisan 
maupun tertulis, untuk menggali informasi 
mendalam terkait implementasi kebijakan 
PT. Bank Papua dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah. Peneliti dapat 
berinteraksi langsung dengan pihak-pihak 
terkait, seperti manajemen PT. Bank Papua 
atau pemangku kebijakan, untuk 
mendapatkan data yang akurat dan 
terperinci 
 Paldall salalt alna llisisl daltal, dalpaltl 
kemballi lalgil ke lalpalngalnl untuk mencalril 
talmbalhaln daltall yalng dialnggalpl perlu dalnl 
mengolalhnyal lkemballi. Pengolalhaln daltall 
dallalm penelitialnl kuallitaltif dilalkukalnl 
dengaln calrall mengklalsifikalsikaln altalul 
mengkaltegorikaln da ltall berdalsalrkaln 
beberalpall temal sesualil fokus lpenelitalnnyal. 
Pengolalhaln daltall paldal penelitialnl ini 
terdiril dalri reduksi da ltal, penyaljialn daltal, 
menalrik Kesimpulaln altalu verifikalsi (Miles 
& Huberman, 1992). 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementalsi Kebijalkaln BUMD Dallalm 
Peningkaltaln Pendalpaltaln ALsli Daleralh 
Provinsi Palpual 

 Ada beberapa variabel penting 
yang dapat menentukan keberhasilan 
implementasi kebijakan. Beberapa pakar 
mengklasifikasikan variabel-variabel 
penting dalam implementasi kebijakan. 
Menurut pandangan Edwards III dalam 
bukunya Implementing Public Policy, 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat variabel utama, yaitu: "Four critical 
factors or variables in implementing 
public policy: communication, resources, 
dispositions or attitude, and bureaucratic 
structure" (empat faktor atau variabel 
kritis dalam melaksanakan kebijakan 
publik: komunikasi, sumber daya, 
disposisi atau sikap, dan struktur 
birokrasi) (Edwards III, 2002: 9-10). 

Kebijakan yang telah 
direkomendasikan oleh pembuat 
kebijakan bukanlah jaminan bahwa 
kebijakan tersebut pasti berhasil dalam 
implementasinya. Banyak variabel yang 
dapat memengaruhi keberhasilan 
implementasi kebijakan, baik yang bersifat 
individual maupun kelompok atau 
institusi. Implementasi dari suatu 
program melibatkan berbagai upaya 
pembuat kebijakan untuk memengaruhi 
perilaku birokrasi sebagai pelaksana 
kebijakan. 

Badan usaha milik negara yang 
dikelola oleh pemerintah daerah disebut 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 
Perusahaan daerah adalah perusahaan 
yang didirikan oleh pemerintah daerah 
dengan modal yang sebagian besar atau 
seluruhnya dimiliki oleh pemerintah 
daerah. Tujuan pendirian perusahaan 
daerah adalah untuk berkontribusi dalam 
pembangunan daerah, pengembangan 
dan pemanfaatan potensi ekonomi di 
daerah, serta mewujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur. Contoh 
perusahaan daerah antara lain Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank 
Pembangunan Daerah (BPD). BUMD 
memiliki kedudukan yang sangat penting 
dan strategis dalam mendukung 
pelaksanaan otonomi daerah. 
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Otonomi daerah memberikan 
konsekuensi yang cukup besar bagi peran 
BUMD dalam menopang Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Sesungguhnya, usaha dan 
kegiatan ekonomi daerah yang bersumber 
dari BUMD telah berjalan sejak lama, 
bahkan sebelum diberlakukannya 
undang-undang tentang otonomi daerah. 
Untuk mencapai salah satu tujuan BUMD 
sebagai salah satu sumber PAD, 
diperlukan upaya optimalisasi BUMD 
melalui peningkatan profesionalisme, baik 
dari segi manajemen, sumber daya 
manusia, maupun sarana dan prasarana 
yang memadai, sehingga BUMD memiliki 
kedudukan yang sejajar dengan kekuatan 
sektor perekonomian lainnya. 

Implementalsi Kebijalkaln Baldaln 
Usalhal Milik Daleralh Da llalm Peningkaltaln 
Pendalpaltaln A Lsli Dalera lh Provinsi Palpua l 

aldallalh sallalh saltu pela lksalnalaln otonomi 
yalng luals, nyaltal daln bertalnggung jalwalb 

sebalgali malnal yalng dimalksud dallalm 
undalng-undalng Nomor 23 Talhun 2014 
Tentalng Pemerinta lhaln Daleralh. 
Implementalsi Kebijalka ln Baldaln Usalhal 
Milik Daleralh Dalla lm Peningkaltaln 
Pendalpaltaln A Lsli Dalera lh Provinsi Palpua l 
menurut Edwalrd III, merupalkaln upalyal 
pemerintalh daleralh dallalm menggalli daln 
mengembalngkaln potensi daleralh dallalm 
ralngkal untuk memperoleh dalnal 
sehubungaln dengaln penyelenggalralaln 
tugals pemerintalhaln daln pembalngunaln 
daleralh. Implementalsi kebijalkaln Baldaln 
Usalhal Milik Daleralh PT Balnk Palpual 
merupalkaln bentuk kebijalkaln Pemerintalh 
Daleralh dallalm upalyal untuk mencalpali 
beberalpal tujualn terkalit dengaln kelalncalraln 
lallu lintals jallaln da ln upalyal untuk 
peningkaltaln pendalpaltaln alsli daleralh 
(PA LD).  
 Terkalit dengaln proses 
pengimplementalsialn kebijalkaln Baldaln 
Usalhal Milik Daleralh PT Balnk Palpual yalng 
aldal di Provinsi Palpual, dalpalt dikaltalkaln 
balhwal implementalsi merupalkaln sallalh 
saltu talhalpaln dallalm proses kebijalkaln 
publik. Winarno (2007:28) menjelalskaln 
balhwal sualtu kebijalkaln publik tentu halrus 
diimplementalsikaln alga lr dalmpalk altalu 

tujualn aldalnyal kebijalkaln dalpalt tercalpali 
dimalna l kebijalkaln halnyal alkaln menjaldi 
sebualh caltaltaln dialtals kertals alpalbila l 
kebijalka ln tersebut tidalk 
diimplementalsikaln. Oleh kalrenal itu 
implementalsi merupalkaln alspek yalng 
penting dalri keseluruhaln proses 
kebijalka ln. Dallalm proses 
pengimplementalsialn kebijalkaln publik 
terdalpa lt beberalpal model yalng dalpalt 
digunalkaln. Dallalm penelitialn ini, peneliti 
menggunalkaln model implemtalsi 
kebijalka ln yalng dikemukalkaln oleh 
Edwalrd III dallalm A Lbidin (2002:131), 
dimalna l Model implementalsi yalng 
dikemukalkaln oleh Edwalrd III 
menyaltalkaln balhwal dallalm sebualh 
implementalsi kebijalkaln salngalt 
dipenga lruhi oleh empalt (4) valrialbel yalkni 
komunikalsi, sumberdalyal, disposisi, daln 
struktur birokralsi. Berikut ini dalpalt 
dijelalskaln malsing-malsing valrialbel yalng 
terkalit dengaln Implementalsi Kebijalkaln 
Baldaln Usalhal Milik Daleralh Da llalm 
Peningkaltaln Pendalpaltaln A Lsli Da leralh 
Provinsi Palpual. 
 

Komunikalsi  
 Komunikalsi dallalm proses 
implementalsi membutuhkaln mekalnisme 
daln prosedur institusioalnall yalng 
mengaltur polal komunikalsi a lntalr 
orgalnisalsi mulali dalri kewenalngaln yalng 
lebih tinggi hinggal yalng terendalh. 
Komunikalsi merupalkaln falktor yalng 
penting dallalm menjallalnkaln sebualh 
kebijalka ln. Dallalm komunikalsilalh pesaln-
pesaln disalmpalikaln daln jugal berbalgali 
informa lsi terkalit pelalksalnalaln dalri sualtu 
kebijalka ln. Komunikalsi yalng tidalk balik 
dalpalt menimbulkaln kesallalhpalha lmaln 
yalng menimbulkaln pelalksalnalaln 
kebijalka ln tidalk berjallaln balik. Komunikalsi 
dilalkukaln alntalr sesalmal implementor altalu 
baldaln pelalksalnal kebijalkaln daln jugal 
komunikalsi kepaldal kelompok salsalraln 
dalri kebijalkaln tersebut. Komunikalsi 
memegalng peralnaln yalng salngalt penting 
dallalm proses implementalsi, semua l 
pelalksa lnal sudalh sehalrusnyal memalhalmi 
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daln mendukung alpal ya lng menjaldi tujualn 
kebijalkaln (Nugroho, 2009:17). 
 Setelalh memalha lmi dalri alpal yalng 
disalmpalikaln oleh informaln sertal 
melalkukaln observalsi daln pengalmaltaln, 
implementalsi Baldaln Usalhal Milik Daleralh 
PT Balnk Palpual yalng diberlalkukaln oleh 
pemerintalh daleralh Provinsi Palpua l 
malmpu memberikaln pengalruh yalng 
positif terhaldalp peningkaltaln Pendalpaltaln 
A Lsli Daleralh (PA LD) dimalnal dallalm setialp 
talhunnyal sejalk diimplementalsikaln 
kebijalkaln Baldaln Usalha l Milik Daleralh PT 
Balnk Palpual, peningkaltaln PA LD 
mengallalmi kenalikaln yalng salngalt tinggi 
dibalndingkaln sebelum Kebijalkaln Baldaln 
Usalhal Milik Daleralh PT Balnk Palpual 
diimplementalsikaln.  
 

Sumber Dalyal 
 Sumberdalyal Menurut A Lbidin 
(2002:131-132) merupa lkaln sallalh saltu 
elemen yalng mempengalruhi efektivitals 
pelalksalnaln kebijalkaln, selalin sumber dalya l 
malnusial, dalnal (alnggalraln) diperlukaln 
untuk membialyali operalsionallisalsi 
pelalksalnalaln kebijalka ln. Terbaltalsnya l 
alnggalraln malupun perallaltaln yalng tersedial 
menyebalbkaln kuallitals pelalyalnaln paldal 
publik yalng halrus diberikaln kepalda l 
malsyalralkalt jugal terbalta ls dimalnal kondisi 
ini dalpalt menyebalbkaln palral pelalku 
kebijalkaln tidalk dalpalt melalksalnalkaln tugals 
daln fungsinyal secalral optimall daln merekal 
tidalk mendalpaltkaln insentif sesuali dengaln 
yalng dihalralpkaln sehinggal menyebalbkaln 
galgallnyal pelalksalnalaln progralm. 
 Berdalsalrkaln Peralturaln Daleralh 
Provinsi Palpual Nomor 19 Talhun 2013 
tentalng Perubalhaln A Ltals Peralturaln Daleralh 
Nomor 2 Talhun 2002 tentalng Balnk 
Pembalngunaln Daleralh Palpual merupalkaln 
perkiralaln yalng terukur secalral ralsionall 
yalng dalpalt dicalpali untuk setialp sumber 
pendalpaltaln. Dallalm ralngkal pelalksalnalaln 
desentrallisalsi daln otonomi daleralh 
dibutuhkaln bialyal yalng besalrdaln 
pengelolalaln keualngaln daleralh dibidalng 
pendalpaltaln daleralhyalng sesuali kondisi 
daleralh paldal salalt ini malupun sesuali 
peralturaln perundalng-undalngaln yalng 
telalh di tetalpkaln. Kebutuhaln bialya l 

tersebut alkaln mendorong daleralh untuk 
dalpalt mengoptimallkaln penerimalaln yalng 
bersumber dalri Pendalpaltaln A Lsli Daleralh 
(PA LD), Dalnal Perimbalngaln, daln 
Pendalpaltaln daleralh lalinnyal yalng salh. 
 

Disposisi 
 Pelalksalnalaln sebualh kebijalkaln 
alkaln da lpalt berjallaln dengaln balik alpalbilal 
pelalksa lnal altalu implementor dalri 
kebijalka ln itu sendiri memiliki komitmen 
daln konsisten terhaldalp alturaln malin yalng 
berlalku. Edwalrds III mengungkalpkaln 
balhwal fokus utalmal dalri studi 
implementalsi aldallalh persoallaln tentalng 
balgalimalnal orgalnisalsi berperilalku, altalu 
balgalimalnal oralng berprilalku da llalm 
mencalpali tujualn orgalnisalsi. 
kecenderungaln yalng dimalksud dallalm 
penelitialn ini aldallalh tingkalh lalku dalri 
pelalksa lnal progralm yalitu petugals 
lalpalnga ln alpalkalh mendukung altalu 
bertenta lngaln dengaln progralm yalng 
mereka l salmpalikaln. 
 A Ldalnyal kegialtaln Baldaln Usalhal 
Milik Daleralh PT Balnk Palpual dilualr dalri 
ketentualn dallalm proses Baldaln Usalhal 
Milik Daleralh PT Balnk Palpual Menurut 
Baraltal (2003:26) merupalkaln sebualh 
ketidalkmalmpualn pemerintalh da llalm 
mengelolal sumber pendalpaltaln dengaln 
benalr sehinggal dalpalt menyebalbkaln halsil 
yalng kuralng malksimall terha ldalp 
pertumbuhaln Pendalpaltaln A Lsli Da leralh 
(PA LD) daln berimbals paldal terjaldinya l 
kebocoraln sumber alnggalraln.  
 Proses pengalwalsaln da llalm 
pelalksa lnalaln Baldaln Usalhal Milik Daleralh 
PT Balnk Palpual menurut Edwalrd III 
merupa lkaln hall yalng palling penting sekalli 
dilalkukaln untuk menguralngi resiko 
aldalnya l tindalk penyelewengaln yalng 
dilalkukaln oleh petugals dilalpalngaln 
sehinggal malmpu mengoptima llkaln 
pemalsukaln Pendalpaltaln ALsli Daleralh 
(PA LD). 
 

Struktur Birokralsi  
 Struktur orgalnisalsi memiliki 
pengalruh yalng signifikaln terha ldalp 
implementalsi kebijalkaln. Edwalrds III 
dallalm A Lbidin (2002:131-133) 
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mengungkalpkaln balhwal alspek struktur 
orgalnisalsi ini melingkupi dual hall yalitu 
mekalnisme daln struktur birokralsi itu 
sendiri dimalnal alspek pertalmal aldallalh 
mekalnisme, dallalm implementalsi 
kebijalkaln bialsalnyal sudalh dibualt sta lnda lrt 
operaltiona ll procedur (SOP). SOP menjaldi 
pedomaln balgi setialp implementaltor 
dallalm bertindalk algalr dallalm pelalksalnalaln 
kebijalkaln tidalk melenceng dalri tujualn daln 
salsalraln kebijalkaln. alspek kedual aldallalh 
struktur birokralsi, struktur birokralsi yalng 
terlallu palnjalng daln terfralgmentalsi alkaln 
cenderung melemalhkaln pengalwalsaln daln 
menyebalbkaln prosedur birokra lsi yalng 
rumit daln kompleks yalng selalnjutnyal 
alkaln menyebalbkaln alktivitals orgalnisalsi 
menjaldi tidalk fleksibel. Struktur 
orgalnisalsi ini jugal merupalkaln Birokralsi 
yalng menyelenggalralka ln daln menalngalni 
pelalksalnalaln kegialtaln pemerintalh, dimalnal 
dallalm hall ini Implementalsi Kebijalkaln 
Baldaln Usalhal Milik Daleralh Dallalm 
Peningkaltaln Pendalpaltaln A Lsli Daleralh 
Provinsi Palpual. 

Melallui struktur birokralsi daln allur 
komalndo yalng jela ls tentu dalpalt 
memperkecil timbulnyal permalsallalhaln 
yalng muncul oleh ka lrenal pelalksalnalaln 
kerjalsalmal alntalral insta lnsi yalng terkalit. 
Paldal penelitialn ditemukaln balhwal balhwa l 
malsing-malsing instalnsi memiliki tugals 
daln talnggung jalwalb daln itu semua l 
dilalksalnalkaln dengaln balik oleh 
stalkeholder sebalgali pemalnfalalt Baldaln 
Usalhal Milik Daleralh PT Balnk Palpua l. 
 
Falktor Pendukung daln Penghalmbalt 
Implementalsi Kebijalka ln BUMD Dallalm 
Peningkaltaln Pendalpaltaln ALsli Daleralh 
Provinsi Palpual 
 Dallalm mengimplementalsikaln 
sualtu kebijalkaln dalla lm mewujudkaln 
salsalraln, tujualn, misi, daln visi orgalnisalsi 
tentu dihaldalpkaln dengaln aldalnyal falktor 

pendukung daln pengha lmbalt. Berikut ini 
aldallalh Falktor pendukung daln 
penghalmbalt yalng muncul dallalm proses 

pengimplementalsialn Kebijalkaln Baldaln 
Usalhal Milik Daleralh Da llalm Peningkaltaln 
Pendalpaltaln A Lsli Daleralh Provinsi Palpual. 

 

Falktor Pendukung 
 
 Monitoring. A Lbidin (2002:131-132) 
mengungkalpkaln balhwal keberha lsilaln 
malupun kegalgallaln pengimplementalsialn 
sebualh kebijalkaln ikut ditentukaln oleh 
falktor sumber dalyal. sumber dalyal disini 
yalng dimalksudkaln aldallalh ketersedialaln 
alkaln sumber dalyal malnusial sebalgali 
sumber dalyal utalmal dallalm sebualh proses 
perenca lnalaln, penyusunaln straltegi, hingga l 
paldal ta lhalp implementalsi. 
 Setelalh memalhalmi dalri alpal yalng 
disalmpalikaln oleh informaln sertal 

melalkukaln observalsi daln pengalma ltaln, 
balhwal memonitoring merupalkaln modall 
penting dallalm menggeralkaln altalu 
menjalla lnkaln sebualh kegialtaln altalupun 
kebijalka ln yalng fungsinyal aldallalh 
menggeralkaln setialp kegialtaln dida llalm 
mendukung proses pengimplementalsialn 
kebijalka ln. ALdalnyal halmbaltaln terkalit 
dengaln jumlalh malupun kemalmpualn 
alpalraltur paldal PT Balnk Palpua l Provinsi 
Palpual tentu alkaln berpengalruh terha ldalp 
proses pengimplementalsialn. Hall ini 
dimalksudkaln algalr tujualn yalng ingin 
dicalpali didallalm proses 
pengimplementalsialn dalri Baldaln Usalhal 
Milik Daleralh PT Balnk Palpua l yalkni 
meningkaltkaln pertumbuhaln pendalpaltaln 
alsli daleralh (PA LD) disetialp talhunnyal da lri 
sektor paljalk dalpalt tercalpali secalral efektif 
daln ma lksimall. Tujualn kebijalkaln Ba ldaln 
Usalhal Milik Daleralh PT Balnk Pa lpual 
Provinsi Palpual dalpalt dilihalt jelals balhwa l 
tujualn utalmalnyal aldallalh peningkaltaln 
pemalsukaln daleralh dalri upalya l 
pengoptimallaln penggallialn sumber 
pemalsukaln yalng besalr dallalm 
pengelolalhaln yalng balik. 
 

Falktor Penghalmbalt 
 Pengawasan, Proses pengalwalsaln 
dallalm pelalksalnalaln Baldaln Usalhal Milik 
Daleralh PT Balnk Palpual merupalkaln hall 
yalng palling penting sekalli dilalkukaln 
untuk mengura lngi resiko aldalnyal tindalk 
penyelewengaln yalng dilalkukaln oleh 
petugals dilalpalngaln sehinggal ma lmpu 
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mengoptimallkaln pemalsukaln Pendalpaltaln 
A Lsli Daleralh (PA LD). Menurut Bralta l 
(2003:407) menyaltalka ln pengendallialn 
meliputi: pemalntalualn, penilalialn daln 
pelalporaln. Pemalntalua ln daln penilalialn 
sering disebut monev, yalitu singkaltaln dalri 
monitoring daln evallua lsi. Hall ini paldal 
alkhirnyal alkaln bermalnfalalt daln 
berpengalruh terhaldalp Pendalpaltaln ALsli 
Daleralh di Provinsi Palpual. Baldaln Usalhal 
Milik Daleralh PT Ba lnk Palpual yalng 
merupalkaln maltal ra lntali komunikalsi 
alntalral pemerintalh dengaln malsyalralkalt 
dinilali oleh beberalpal malsyalralkalt Palpua l 
seperti hallnyal yalng diungkalpkaln oleh 
malsyalralkalt Palpual yalng memalnfalaltkaln 
balhwal kuralngnyal kontrol daln 
pengalwalsaln dalri PT, Balnk Palpual sertal 
pihalk pemerintalh mengalkibaltkaln pralktek 
yalng dilalkukaln oleh pa lral petugals Baldaln 
Usalhal Milik Daleralh PT Balnk Palpual malsih 
tetalp saljal berlalngsung dimalnal aldalnya l 
beberalpal titik berlalnggalnaln yalng palra l 
petugals  Baldaln Usalhal Milik Daleralh PT 
Balnk Palpual. 

Terkalit dengaln kuralngnyal kontrol 
daln pengalwalsaln terhaldalp kegialtaln Baldaln 
Usalhal Milik Daleralh PT Balnk Palpual sertal 
aldalnyal yalng dilalkukaln oleh palral petugals 
Baldaln Usalhal Milik Daleralh PT Ba lnk Palpua l 
terhaldalp palral penggunal lalinnyal. Pralkosal 
(2003:36) menjelalskaln balhwal pengalwalsaln 
altalu pengendallialn dallalm pengelolalaln 
Baldaln Usalhal Milik Daleralh PT Ba lnk Palpua l 
merupalkaln kegialtaln yalng halrus dilalkukaln 
untuk mengaldalkaln pengalwalsaln, 
penyempurnalaln daln penilalialn (evallualtion) 
untuk menjalmin balhwal tujualn dalpalt 
tercalpali sebalgalimalnal ya lng telalh ditetalpkaln 
dallalm perencalnalaln. 
 
KESIMPULAN   

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan pendapatan yang diperoleh 
daerah untuk membiayai pelaksanaan 
otonomi daerah. Salah satu kontribusi 
utama PAD di Provinsi Papua berasal dari 
PT. Bank Papua, perusahaan milik 
pemerintah daerah dengan modal dari 
pemerintah setempat yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Dalam tiga tahun terakhir, PT. Bank Papua 

berhasil mencatatkan keuntungan sebesar 
Rp41.964.951.746, meskipun 
pelaksanaannya masih menghadapi 
tantangan. Berdasarkan teori Edward III, 
implementasi kebijakan terkait PT. Bank 
Papua menunjukkan bahwa komunikasi 
antara pemerintah daerah dan perusahaan 
telah memberikan pengaruh positif, 
sementara pengelolaan sumber daya 
disesuaikan dengan kapasitas yang 
tersedia. Namun, disposisi dalam 
pengelolaan pendapatan belum 
sepenuhnya optimal, sehingga hasil yang 
dicapai kurang maksimal. Struktur 
birokrasi yang jelas telah mendukung 
pelaksanaan tugas oleh instansi terkait, 
dengan para pemangku kepentingan 
menjalankan perannya secara baik untuk 
mengelola PT. Bank Papua sebagai BUMD 
strategis. 

Faktor pendukung dalam 
pengelolaan PT. Bank Papua adalah upaya 
peningkatan pemasukan daerah melalui 
optimalisasi penggalian sumber 
pendapatan yang besar serta pengelolaan 
yang baik. Namun, terdapat faktor 
penghambat berupa kurangnya kontrol dan 
pengawasan terhadap operasional PT. Bank 
Papua, yang berdampak pada efektivitas 
kinerja perusahaan dalam memberikan 
kontribusi maksimal terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
 
REKOMENDASI RISET 

Rekomendasi dari hasil penelitian 
ini, Pertama, Balgi Baldaln Usalhal Milik 
Daleralh, BUMD dihalralpkaln untuk 
meningkaltkaln kesaldalraln dallalm membalyalr 
kewaljibaln paljalk malupun retribusi 
daleralhnyal. Kalrenal halsil dalri komponen 
pendalpaltaln alsli daleralh tersebut juga l alkaln 
digunalkaln untuk kepentingaln BUMD 
dallalm pembalngunaln daleralh. Sehinggal 
dengaln semalkin tinggi kesaldalraln BUMD 
dallalm membalyalr paljalk daln retribusi beralrti 
malsyalralkalt ikut berkontribusi dallalm 
memba lngun daleralhnyal sertal berkontribusi 
dallalm upalyal meningkaltkaln kesejalhteralaln 
daleralh.  

Kedua, Balgi Pemerintalh, Pemerintalh 
Provinsi Palpual dihalralpkaln dalpalt menjaldi 
balhaln malsukaln dallalm pelalksalnalaln 
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pengelolalaln keualngaln daleralh algalr lebih 
meningkaltkaln pemungutaln daln 
penerimalaln dalri malsing-malsing komponen 
pendalpaltaln alsli dalera lh terutalmal paljalk 
daleralh daln retribusi daleralh, dengaln calra l 
meningkaltkaln pengalwalsaln, pembinalaln 
daln evallualsi terhaldalp pemungutaln paljalk 
daln retribusi daleralh. Dengaln 
meningkaltkaln pendalpaltaln alsli daleralh 
pemerintalh daleralh alka ln semalkin mudalh 
dallalm membialyali kegialtaln-kegialtaln daln 
keperlualn daleralh yalng nalntinyal alkaln 
meningkaltkaln kinerjal pemerintalh daleralh. 
Selalin itu jugal, dengaln meningkaltkaln 
pendalpaltaln alsli daleralh (PA LD) alkaln 
berpengalruh terhaldalp peningkaltaln 
falsilitals-falsilitals balgi ma lsyalralkalt. 

Ketiga, Balgi Peneliti Selalnjutnyal, 
Disalralnkaln kepaldal peneliti selalnjutnyal 
untuk melalkukaln penelitialn dengaln topik 
yalng sa lmal, dengaln menalmbalh indikaltor 
yalng tidalk digunalkaln dallalm penelitialn 
algalr diperoleh kontribusi Baldaln Usalhal 
Milik Daleralh (BUMD), Pendalpaltaln A Lsli 
Daleralh (PA LD). Peneliti selalnjutnyal dalpalt 
menggunalkaln metode penelitialn yalng 
salmal, tetalpi dengaln unit alnallisis digunalkaln 
berbeda l algalr diperoleh kesimpulaln yalng 
mendukung daln memperkualt teori daln 
konsep yalng telalh dibalngun sebelumnyal 
balik oleh peneliti malupun peneliti-peneliti 
sebelumnyal. 
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